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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR I TAHUN2019

TENTANG

TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESA

SUMBER ANGGARANPENDAPATANDANBELANJANEGARA

DI KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, BupatijWalikota

menetapkan dana desa untuk setiap desa di wilayahnya,

dengan ketentuan tata cara pembagian dan penetapan

rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan

Peraturan BupatijWalikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pembagian

dan Penetapan Rindan Dana Desa Sumber Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Musi

Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956

(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang

Darurat .No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun

1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6

Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57)
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ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk

Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ten tang Pedoman PengeIoIaan Keuangan Daerah

sebagaimana teIah diubah beberapa kaIi, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DaIam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

PengeIoIaan Keuangan Daerah;

7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012

ten tang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 787);

11, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1359);
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017

ten tang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap

Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa

Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun

2017 Nomor 1884);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017

tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970 );

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017

ten tang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut

Kabupaten/Kota Tabun Anggaran 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah Nomor 13 Tabun 2013 Tentang Pedoman

Tatacara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tabun 2016

ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerab Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 75);

17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana

diubab dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor

72 Tabun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tabun 2017 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SUMBER
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI
KABUPATENMUSIBANYUASIN.
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BABI

KETENTUANUMUM

PasaI 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bupatiadalah Bupati Musi Banyuasin;

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat

Dinas PMDadalah Dinas PMDKabupaten Musi Banyuasin;

4. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2018;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa;

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatenjkota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat;

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

10. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam

Kabupaten Musi Banyuasin;

11. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

13. Bendahara Desa adalah Bendahara Desadalam Kabupaten Musi Banyuasin

merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
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menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

APBDes;

14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah BUMDesa

dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat KPMDadalah

KPMDdalam Kabupaten Musi Banyuasin;

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban desa tersebut;

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban dan pengawasan keuangan desa;

18. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh

setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase

tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara

nasional.

20. Alokasi Mmnasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk

miskin tinggi.

21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk Desa, angka meniskinan Desa, luas wilayah Desa, dan

tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

22. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKKadalah indeks

yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan

tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKGDesa adalah

angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa

berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,

transportasi, dan komunikasi.

6



'., '

BABII

TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANA

Pasal2

(1)Tata cara pembagian dan penetapan rindan dana desa yang bersumber dari

APBNTabun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin, dihitung dengan cara:

Dana Desa = Alokasi Dasar Desa + Alokasi Afirmasi Desa + Alokasi Formula Desa

Alokasi Dasar = 72%* Pagu Dana Desa Nastonal / Jumlah Desa Nastonal

Alokasi Afirmasi Desa Tertinggal = 3% * Pagu perdesa
Alokasi Afirmasi Desa Sangat Tertinggal = 3% * Pagu perdesa
Alokasi Formula Desa= [(0,10 * Zl) + (0,5 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4}J*AF Kab

Keterangan:
21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Musi

Banyuasin
22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Kabupaten Musi Banyuasin
23 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap totalluas wilayah Desa Kabupaten Musi

Banyuasin
24 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Musi Banyuasin
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Musi Banyuasin

(2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari indeks desa

membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerab

Tertinggal dan Transmigrasi.

(3) Data jumlab penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial.

(4) Data jumlab penduduk dan luas wilayabbersumber dari kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintaban

dibidang statistik.

(5) Indeks tingkat kesulitan geografis atau IKG setiap Desa ditetapkan oleh

bupati mengacu pada indeks kesulitan geografis berdasarkan data dari

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintaban di bidang statistik.

(6) Penetapan rindan dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal3

(1)Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening

Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa

diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3)Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat mmggu ketiga

bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(4)Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan:

a. Perdes tentang APBDesapaling lambat bulan Februari; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

(5)Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan sete1ah Kepala Desa

menyampaikan laporan realisasi dan capaian output penggunaan Dana

Desa Tahap I.

(6)Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II dengan

capaian rata-rata 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output

penggunaan Dana Desa Tahap II paling sedikit sebesar 50% (lima puluh

persen).

(7)Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam

APBDesa.

Pasal4

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dituangkan dalam APBDes.
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Pasal5

Bidang Pembangunan Desa yang dimaksud Pasal 4 di atas meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1)Lingkungan pemukiman;

2) transportasi;

3) energi; dan

4) informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana Pelayanan Sosial Dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1)kesehatan masyarakat; dan

2) pendidikan dan kebudayaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana usaha ekonomi Desa untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa

yang meliputi:

1)usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi,

distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa danf atau produk unggulan kawasan

perdesaan; dan

3) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi,

distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa danf atau produk unggulan

kawasan perdesaan.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1)kesiapsiagaan mengbadapi bencana alam;

2) penanganan bencana alam;

3) pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan

dalam Musyawarah Desa.
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Pasal6

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dimaksud pasal 4 di atas yang

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa

dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga

Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

a. peningkatan

pelaksanaan

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,

dan pengawasan pembangunan Desa;

di bidang

anak, serta

Desa

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan sistem informasi Desa;

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat

penyandang disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

g. dukungan kesiap-siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana

alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang

dikelola oleh BUMDesadanfatau BUMDesaBersama;

1. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,

koperasi danf atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

j. pengembangan keIjasama antar Desa dan keIjasama Desa dengan pihak

ketiga;

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan-pelatihan

Perangkat Desa, BPD, LPM,KPMD,BUMDesa,kelompok ekonomi masyarakat

dan atau kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan desa; dan

1. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan

analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
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BABIII

PENGELOLAANKEUANGANDESA

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari

sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal8

(1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah.

(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan

oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan

bukti dimaksud.

(3)Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesaditetapkan

menjadi peraturan desa.

(4)Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABIV

LAPORAN

Pasal9

(1)Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan

laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III

kepada Bupati.

(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu ke empat Bulan Juni tahun anggaran

beljalan;

b. Tahap II paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun anggaran

beljalan;
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c. Tahap III paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran

berikutnya.

PasallO

(I) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak

menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap

sebelumnya.

(2)Penundaan sebagaimana

disampaikannya APBDesa

sebelumnya.

ayat (I)

dan/atau

dilakukan sampai dengan

laporan realisasi penggunaan

BABV

MEKANISMEPERALIHAN

Pasalll

(1) Apabila terdapat Slsa belanja Dana Desa pada tahun anggaran

sebelumnya, maka uang tersebut harus disetorkan ke kas Desa dan

dianggarkan dalam APBDesa tahun berikutnya untuk dipergunakan

kembali sesuai dengan hasil keputusan musyawarah Desa.

(2) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan

penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPAtidak wajar.

(3) SiLPADana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari

Dana Desa yang diterima desa.

(4) Bupati melakukan penundaan penyaluran Dana Desa bila terdapat Sisa

Dana Desa di RKDlebih dari 30% (tiga puluh persen);
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BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
lada tanggal ~ ?ANUAp..l 2019

, BUPATI MUSI BANYUASIN1 '.

\~{H. DODI REZA ALEXNOERDIN
Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 ?ANtJP,~12019

jEKRETARIS DAERAH I
'fABU ATENMUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2019 NOMOR t
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